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P U T U S A N 

Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Kla 

 بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA KALIANDA  

 

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam 

persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam 

perkara Cerai Talak antara: 

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Pagar Alam, 5 Juni 

1975, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir 

SMA, Pekerjaan Sopir, Tempat kediaman di Kabupaten 

Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai Pemohon; 

melawan 

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXX Tempat Tanggal Lahir Lampung Selatan,  

3 Maret 1979, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan 

terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat 

kediaman di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi 

Lampung, sebagai Termohon; 

 

Pengadilan Agama tersebut; 

Setelah mempelajari berkas perkara; 

 

DUDUK PERKARA 

Bahwa, Pemohon dalam  surat permohonannya tertanggal 2 Januari 

2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda, Nomor 

61/Pdt.G/2024/PA.Kla, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap 

Termohon, isi permohonannya sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada 

tanggal 2 Juli 2006, dengan status Pemohon adalah Jejaka dan Termohon 

dengan status perawan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Provinsi Lampung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 

XX/XX/XX/XXXX tertanggal 17 Juli  2006;   

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat 

tinggal di rumah Termohon di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi 

Lampung, kisaran kurang lebih 1 tahun, kemudian kediaman bersama 

ngontrak di XXXXXXX, kisaran kurang lebih 5 tahun. Kemudian kediaman 

bersama di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung,hingga 

akhirnya berpisah pada bulan Oktober tahun 2023;   

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup 

rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai 

anak;   

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam 

keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan September tahun 2000 

sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan:  

1. Bahwa Termohon selama pernikahan tidak mempunyai keturunan;   

2. Bahwa Termohon tidak menerima penghasilan dari Pemohon;   

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan 

Termohon terjadi pada Oktober tahun 2023, bahwa Termohon dan 

Pemohon bertengkar dikarnakan Pemohon jarang pulang dikarnakan 

Pemohon bekerja sebagai supir, kemudian Pemohon pergi meninggalkan 

Termohon. Sejak saat itu sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai suami 

istri;   

6. Bahwa pihak keluarga Pemohontelah berusaha menasihati dan 

mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;   

7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi 

mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga 

Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;   

 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon 

kepada Ketua Pengadilan Agama Kalianda Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa 

dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut: 

PRIMAIR 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  

Disclaimer
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2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu 

raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama 

Kalianda;  

3. Membebankan Pemohon dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;  

SUBSIDAIR 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;  

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,  

Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah 

hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil sebagai kuasa 

hukumnya, meskipun Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kalianda 

telah memanggil Termohon untuk hadir di persidangan; 

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, 

maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses 

persidangan berlangsung, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada 

Pemohon agar rukun kembali Termohon, akan tetapi Pemohon tetap dengan 

keiinginannya bercerai dari Termohon dan tetap melanjutkan proses 

persidangan; 

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat 

permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon, 

dengan tambahan keterangan dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon 

pernah berpisah bulan Oktober tahun 2019, namun kembali rukun lagi dan 

benar-benar berpisah sejak bulan Oktober tahun 2023, dan selama menikah 

tidak pernah ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh 

Termohon; 

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk 

kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang 

perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 

putusan ini. 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa 

perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang 

tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon 

yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kalianda, maka berdasarkan 

ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kalianda berwenang menerima, 

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon; 

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan 

Termohon dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak 

harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Pemohon 

sebagai suami memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan 

Agama (persona standi in judicio) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  Jo. Pasal 73 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, bahwa dalam perkara  perdata inklusif didalamnya mengenai 

perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon 

tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat 

dilaksanakan; 

Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir 

di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara 
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menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali 

dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon 

sehingga tetap melanjutkan proses persidangan; 

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan 

Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan 

Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon 

ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan 

pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan 

Termohon yang disebabkan karena Termohon selama pernikahan tidak 

mempunyai keturunan dan Termohon tidak menerima penghasilan dari 

Pemohon hingga berakibat pada keduanya pisah rumah sejak Oktober tahun 

2023, serta tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri pada umum meskipun 

telah diupayakan rukun baik oleh keluarga dan/atau orang terdekat Pemohon 

dan Termohon; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA) Nomor 3 tahun 2023 disebutkan bahwa “Menyempurnakan rumusan 

hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 

2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran 

yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan 

bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 

(enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan 

alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika 

terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan 

telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan 

fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, terbukti bahwa 

Pemohon dan Termohon berpisah belum sampai 6 (enam) bulan, sehingga 

oleh Majelis Hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah prematur; 

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah prematur, 

maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet 

ontvankelijk verklaard); 
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Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya 

perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialis 

drogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang 

jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini; 

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta 

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini; 

 

MENGADILI 

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 

2. Membebankan  Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000 

(tujuh ratus empat puluh lima ribu). 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 

Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami A. Riza 

Suaidi, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Haris Anwar, S.H. dan 

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan 

tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka 

untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh 

Gunawan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa 

hadirnya Termohon; 

Ketua Majelis, 

 

 

 

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I. 

Hakim Anggota I, 

 

 

 

Muhammad Haris Anwar, S.H. 

Hakim Anggota II, 

 

 

 

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. 
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Panitera Pengganti, 

 

 

 

Gunawan, S.H.I. 

 

Perincian biaya : 

- PNBP : Rp 60.000,00 

- Biaya Proses : Rp 75.000,00 

- Panggilan : Rp 600.000,00 

- Meterai : Rp  10.000,00 

- J u m l a h : Rp 745.000,00 

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah). 
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